
JAKARTA (IM) - Ista-
na Kepresidenan sudah 
menerima draft rancan-
gan undang-undang (RUU) 
TNI dan Polri. Hal tersebut 
dibenarkan oleh Staf  Khu-
sus Presiden Bidang Hukum 
Dini Purwono.

"Betul (telah menerima 
draft RUU TNI dan Pol-
ri)," kata Dini dalam kete-
rangannya dikutip Jumat 
(14/6).

Dini menjelaskan draft 
RUU tersebut telah di-
terima oleh Kementerian 
Se kretariat Negara pada 
ming gu lalu. Dan saat ini 
ma sih dalam proses pene-
laahan.

"RUU terkait sudah 
diterima oleh Setneg hari Ju-
mat siang minggu lalu. Saat 
ini masih dalam penelaahan 
untuk proses selanjutnya," 
kata Dini.

Perlu diketahui, Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) 
menyetujui empat revisi 
undang-undang menjadi 
RUU usul inisiatif  DPR 
dalam rapat paripurna yang 
digelar Selasa (28/5/2024). 
Salah satu RUU yang di-
setujui menjadi inisiatif  
DPR yakni UU Kemente-
rian Negara.

Dalam rapat yang dip-
impin Wakil Ketua DPR 
RI Sufmi Dasco Ahmad, 9 
fraksi DPR telah menyam-
paikan pendapat masing-
masing terhadap 4 RUU 
usulan Badan Legislasi. Ke-
empat RUU itu terdiri dari 
RUU tentang Perubahan 
Ketiga atas UU Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Kei-
migrasian, RUU tentang 
Perubahan atas UU No.39 
Tahun 2008 tentang Negara.

Kemudian, RUU ten-
tang Perubahan atas UU 
No. 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indo-
nesia, dan RUU tentang 
Perubahan Ke-3 atas UU 
No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

“Contohnya  untuk 
RUU perubahan ketiga atas 
UU Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia seperti 
Bintara dan Tamtama batas 
usia pensiun 58, Perwira 60 
tahun atau Bintara dengan 
kebutuhan organisasi ber-
usia 60 tahun dengan me-
kanisme sendiri dan apabila 
memiliki keahlian khusus 
batas usia pensiun dapat 
diperpanjang maksimal 2 

tahun,” ujarnya.
“Demikian contohnya, 

apa dapat disetujui?” tanya 
Dasco kepada seluruh ang-
gota dewan yang hadir.

“Setuju,” ujar anggota 
dewan yang hadir.

Selanjutnya, Dasco kem-
bali meminta persetujuan 
agar RUU usulan tersebut 
dibahas ke tingkat selanjut-
nya oleh DPR Ri.

“Dan kini tiba saatnya 
kami menanyakan kepada 
sidang dewan yang ter-
hormat apakah 4 RUU 
ini siatif  Badan Legislasi 
DPR RI, a. RUU tentang 
Per ubahan Ketiga atas UU 
No. 6 Tahun 2011 tentang 
Ke imigrasian; RUU tentang 
Perubahan atas UU No. 39 
Tahun 2008 tentang Ke-
men terian Negara; RUU 
ten tang Perubahan atas UU 
No. 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indone-
sia; RUU tentang Perubah-
an Ke-3 atas UU No. 2 
Ta hun 2002 tentang Ke-
polisian Negara Republik 
Indonesia dapat disetujui 
menjadi RUU usul inisiatif  
DPR RI, apakah dapat dise-
tujui?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab anggota 
DPR.  mei

Istana Telah Terima Draf RUU TNI
dan Polri, Sedang Proses Telaah

JAKARTA (IM) - 
Pre  siden Joko Widodo 
(Jokowi) mengungkap-
kan bahwa dunia saat 
ini menuju ke ‘neraka 
iklim’. Hal tersebut di-
sampaikan Jokowi men-
gutip pernyataan Sekjen 
PBB.

"Saya kira bapak ibu 
semuanya sudah mende-
ngar warning dari sekjen 
PBB bahwa dunia menuju 
pada neraka iklim, ngeri, 
neraka iklim. Suhu akan 
mencapai rekor tertinggi 
pada 5 tahun ke depan. 
hati-hati!" kata Jokowi 
dalam sambutannya pada 
Peresmian Pembukaan 
Rakornas Pengendalian 
Infl asi Tahun 2024 dan 
Tim Pengendalian Infl asi 
Daerah (TPID) Award 
di Istana Negara, Jumat 
(14/6) pagi.

Jokowi mengatakan 
bahwa dalam satu tahun 
terakhir masyarakat In-
donesia termasuk dirin-
ya, tengah merasakan 
betul adanya gelombang 
panas.

Tidka hanya di Indo-
nesia, Jokowi menyebut 
panas di India mencapai 
50 derajat Celcius, bah-
kan di Myanmar 45,8 
derajat Celcius.

"Kalau orang panas 
mungkin bisa masuk ke 
rumah, berteduh, bisa. 
Tapi urusan pangan, hati-
hati masalah ini," kata 

Jokowi.
Jokowi mengungkap-

kan bahwa FAO me-
nyebut jika suhu panas 
tersebut terus menerus 
didiamkan dan tidak ada 
pergerakan, maka pada 
tahun 2050 dunia akan 
mengalami kelaparan 
berat.

"Ini yang harus di-
ren  canakan, diantisipasi 
sejak mulai sekarang. Ka-
rena diperkirakan 50 juta 
petani akan kekurang-
an air, gak ada air. Dan 
akan masuk kepada tadi 
kekurangan pangan," 
je lasnya.

Maka dari itu, Jokowi 
mewanti-wanti kepada 
se mua pihak agar tidak 
bermain-main dengan 
urusan kekeringan. Sebab 
akan berdampak pada 
pro duksi yang berkurang 
serta stok yang tidak ada 
mengakibatkan kenaikan 
infl asi.

"Dan  i t u  ada l ah 
urus   an kehidupan, urus-
an kehidupan manu-
sia. Sekali lagi begitu 
pro   duksi karena panas, 
urusan air gak kita urus, 
pro duksi turun, stok 
me  nipis, otomatis harga 
pas  ti naik, otomatis juga 
in fl asi pasti akan naik la-
gi. Rentetan ini yang ha-
rus diantisipasi, direnca-
na kan dan korbannya 
se  kali lagi rakyat," ung-
kapnya.  mar

Presiden Jokowi: Dunia Saat Ini
Menuju Neraka Iklim, Hati-Hati

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga
Selewengkan Dana Satuan untuk Judi

JAKARTA (IM) - Ko-
man  do Cadangan Strategis 
TNI Angkatan Darat (Kos-
trad) sedang memeriksa pra-
jurit Brigade Infanteri (Brigif) 
3, Letda R, yang diduga me-
nyelewengkan dana satuan 
untuk main judi online. Letda 
R saat ini sedang menjalani 
pemeriksaan dan ditahan.

“Betul, proses hukum 
masih berjalan,” kata Kepala 
Penerangan Kostrad Kolonel 
(Inf) Hendhi Yustian Danang 
Suta, melalui pesan tertulis, 
Jumat (14/6).

Kostrad memeriksa Letda 
R, terutama soal kemungkinan 
aliran dana yang diseleweng-
kan ke prajurit-prajurit lain.

“Semua kemungkinan 
(sedang) didalami. Kasus di-
proses secara hukum,” tutur 
Hendhi.

Dalam laporan yang bere-
dar melalui pesan berantai, 
Letda R diduga menyeleweng-
kan dana satuan sebanyak Rp 
876 juta.

Laporan yang sama me-

nyebutkan, Letda R ketahuan 
mulai menyelewengkan dana 
sejak Agustus 2023.

“Kostrad menegaskan 
bahwa setiap bentuk perju-
dian, baik konvensional mau-
pun online melanggar hukum 
dan kode etik militer. Adapun 
setiap anggota yang terbukti 
terlibat akan diproses hukum 
sesuai aturan dan perundang-
undangan yang berlaku,” kata 
Hendhi.

Menteri Koordinator Bi-
dang Politik, Hukum, dan 
Kemanan, Hadi Tjahjanto 
sebelumnya meminta pimpin-
an TNI dan Polri untuk men-
gawasi anggota agar tidak 
terjerat judi online.

“Kami mengimbau ke-
pada seluruh pimpinan ke-
menterian/lembaga, terma-
suk TNI-Polri juga kerap 
memberikan perhatian khusus 
kepada seluruh jajarannya 
supaya tidak terjebak judi 
online,” kata Hadi di Hotel 
Borobudur, Jakarta, Kamis 
(13/6).  mei

PT Jakarta Perberat Hukuman Dadan  
Penyuap Sekretaris MA Jadi 9 Tahun

JAKARTA (IM)  - 
Peng adilan Tinggi (PT) 
DKI Jakarta memperberat 
hu kuman Dadan Tri Yudi-
anto, penyuap Sekretaris 
Mah kamah Agung, Hasbi 
Hsan, menjadi sembilan 
ta hun penjara.

Sebelumnya, Pengadil 
Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, men-
ghukum Dadan 5 tahun 
penjara.

"Menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana 
penjara selama sembilan 
tahun," tulis putusan PT 
DKI Jakarta yang termuat 
dalam Sistem Informa-
si Penelusuran Perkara 
(SIPP).

Dadan juga dikenai 
membayar denda Rp1 
miliar. Namun, besaran 
tersebut masih sama den-
gan putusan di pengadilan 
tingkat pertama.

Se la in  i tu ,  Dadan 
juga dijatuhi pidana tam-
bahan membayar uang 
p e n g g a n t i  s e j u m l a h 
Rp7.950.000.000 (Rp7,9 
mi l iar )  dengan mem-
perhitungkan harta benda 
yang telah disita berdasar-
kan barang bukti, se sudah 
putusan mempe ro leh 
kekuatan hukum te tap 
semuanya dilelang un tuk 
menutupi uang peng ganti 
tersebut.

Apabila hasil lelang 
me lebihi uang peng-
ganti ,  maka sisanya 
dikembalikan kepada 
Terpidana, namun apa-
bila hasil lelang tidak 
mencukupi untuk mem-
bayar uang pengganti 
tersebut, maka harta 
ben da Terdakwa disita 
oleh Jaksa dan dilelang 
untuk menutupi ke-
kurangan uang peng-
ganti tersebut.

Dalam hal terpi-
dana tidak mempun-
yai harta benda yang 
mencukupi untuk mem-
bayar kekurangan Uang 
Pengganti sebagaimana 
dimaksud, dan Terpi-
dana tidak membayar 
kekurangannya sesuat 
batas sesuai putusan 
pengadilan yang telah 
memperoleh kekuat-
an hukum tetap, maka 
harta bendanya dapat 
disita oleh Jaksa dan 
di lelang untuk menu-
tupi kekurangan uang 
pengganti sebagaimana 
dimaksud.

"Dalam hal terpi-
dana tidak mempun-
yai harta benda yang 
m e n c u k u p i  u n t u k 
membayar kekuran-
gan Uang Pengganti 
maka dipidana dengan 
pidana penjara selama 
3 (tiga) tahun," tulis 
SIPP.  han
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SEKOLAH HUKUM
PDI PERJUANGAN

Sekjen PDIP Hasto 
Kristiyanto (tengah) 
didampingi Guru Besar 
Hukum Tata Negara 
UII Mahfud MD (kiri) 
dan Ketua DPP PDI 
Perjuangan Djarot 
Saiful Hidayat (kanan) 
memberikan paparan 
saat Sekolah Hukum 
bagi calon anggota 
legislatif terpilih 2024 
di Sekolah Partai, Len-
teng Agung, Jakarta, 
Jumat (14/6). 
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PENUNTASAN PEMBANGUNAN HUNTAP DI PALU
Menko PMK Muhadjir Eff endy (kanan) mendengarkan penjelasan dari 
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Irwan Suprijanto tentang pemba-
ngunan huntap di Palu, Sulteng, Jumat (14/6). Menko PMK menegaskan, 
pembangunan huntap bagi para penyintas bencana gempa bumi, likui-
faksi, dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala yang ditargetkan sebanyak 
5.598 unit dan telah terbangun  5.216 unit. 

Staf Sekjen PDIP Ngaku Dibentak Penyidik,
KPK Siap Membuka Rekaman CCTV
Pengakuan Kusnadi yang dibentak 
petugas KPK, dan bukti rekaman 
pemeriksaan akan diuji di Dewan Peng-
awas (Dewas) hingga Komnas HAM.

JAKARTA (IM) - Staf  
Sekretaris Jenderal Partai 
Demokrasi Indonesia Per-
juangan (PDI-P) Hasto Kris-
tiyanto, mengaku trauma 
karena dibentak penyidik 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).Terkait hal ini, 
KPK siap membuka reka-
man CCTV saat pemeriksaan 
Kusnadi.

Direktur Penyidikan KPK 
Asep Guntur Rahayu men-
egaskan, pihaknya  mener-
apkan prosedur operasional 
baku (POB), dan memper-
lakukan semua saksi dan ter-
sangka dalam pemeriksaan 
dengan baik.

"Kan, dilaporkan juga, 
nanti kan diuji. Ini, kan, ada 
CCTV-nya, nanti kan bisa 

dilihat di sana. Kita, kan, diuji 
di, apa namanya, di Komnas 
HAM diuji tadi di Dewas, 
kemudian di, yang lainnya," 
kata Asep dikutip dari kanal 
YouTube KPK RI, Jumat 
(14/6).

Asep mengatakan, pen-
gakuan Kusnadi dan bukti 
rekaman pemeriksaan akan 
diuji di Dewan Pengawas 
(Dewas) hingga Komnas 
HAM. Sebab setelah pemer-
iksaan dan penyitaan sejumlah 
barang dalam pemeriksaan, 
Hasto dan Kusnadi mengadu-
kan KPK ke Dewas sampai 
Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM).

"Saksi KS (Kusnadi) ka-
tanya takut dibentak-bentak 
lagi. Jadi, sejauh ini rekan-
rekan kan mungkin sudah pu-
luhan tahun ada di sini, sudah 
ratusan orang, bahkan ribuan 
orang yang hadir di sini, sudah 
ratusan orang yang diperiksa 
di sini," ujar Asep.

Asep menyampaikan, 
Kusnadi dipanggil untuk 
dikonfirmasi mengenai ba-
rangnya yang turut disita pe-
nyidik bersama ponsel Hasto 
pada Senin, 10 Juni 2024.

"Kepentingan kami me-
manggil Pak KS ini, karena 
kan, memang juga ada ba-
rangnya yang kami sita juga, 
dari yang bersangkutan. Dan 
itu akan ditanyakan," ucap 
Asep.

"Artinya, akan diklarifi-
kasi terhadap apa yang ada di 
dalamnya," kata Asep.

Kusnadi adalah staf  Has-
to yang digeledah penyidik 
KPK saat diperiksa sebagai 

saksi kasus suap dengan ter-
sangka Harun Masiku pada 
Senin (10/6) lalu. Dalam ka-
sus ini, Harun Masiku adalah 
tersangka kasus dugaan suap 
terhadap eks komisioner 
Komisi Pemilihan Umum 
Wahyu Setiawan.

Harun diduga menyuap 
Wahyu untuk memuluskan 
jalannya menjadi anggota 
DPR lewat mekanisme per-
gantian antarwaktu. KPK 
menetapkan empat orang 
tersangka dalam kasus ini.

Selain Wahyu dan Harun, 
ada juga kader PDI-P Sae-
ful Bahri dan mantan ang-
gota Bawaslu Agustiani Tio 
Fridelina.

Dalam kasus ini, Wahyu, 
Saeful, dan Agustiani telah 
divonis dan dinyatakan ber-
salah. Sedangkan, Harun ma-
sih berstatus buronan setelah 
lolos dari operasi tangkap 
tangan pada Januari 2020 
lalu.  han
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PEMERIKSAAN LANJUTAN ADHI PRAMONO
Tersangka mantan Kepala Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pa-
bean B Makassar Adhi Pramono (kiri) menjalani 
pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Ja-
karta, Jumat (14/6). Ia menjalani pemeriksaan 
lanjutan dalam kasus dugaan korupsi peneri-
maan gratifi kasi dan TPPU terkait pengurusan 
barang ekspor impor di Kantor Pelayanan Bea 
dan Cukai Makassar.

JAKARTA (IM) - Penyi-
dik KPK memanggil Direk-
tur Keuangan PT ASABRI 
yang merupakan mantan 
Direktur Keuangan PT Tas-
pen, Helmi Imam Satriyono, 
untuk diminta keterangan-
nya terkait dugaan korupsi 
investasi fi ktif  di PT Taspen, 
Jumat (14/6).

Jubir KPK Tessa Mahar-
dhika mengatakan, jadwal 
pemeriksaan dilakukan hari 
ini di gedung Merah Putih 
KPK, Jakarta Selatan, Jumat 
(14/6).

Namun Tessa belum 
memerinci materi apa yang 
akan digali dari saksi terse-
but nantinya.

"Hari ini (Jumat, 14/6) 
dijadwalkan pemeriksaan 
saksi dugaan TPK kegiatan 
investasi fi ktif  di lingkung-
an PT Taspen," kata Tessa 
dalam keterangannya, Jumat 
(14/6).

"Ata s  nama  He lmi 
Imam Satriyono, Direktur 
Keuang an PT ASABRI 
(eks Direktur Keuangan 

PT Taspen Oktober 2018 
sam pai Januari  2020)," 
ujar nya.

S e b e l u m n y a ,  K P K 
menetapkan mantan Di-
rektur Utama PT Taspen 
(Persero) Antonius NS Ko-
sasih sebagai tersangka kasus 
dugaan korupsi investasi 
fiktif  alias bodong di PT 
Taspen.

Antonius hari ini juga 
diperiksa sebagai saksi dalam 
kasus tersebut.

"Perkara Taspen seka-
rang sedang berjalan, ber-
langsung. Tadi juga salah 
satu ininya dipanggil, ter-
sangkanya, seperti itu," kata 
Direktur Penyidikan KPK 
Asep Guntur Rahayu dalam 
konferensi pers di gedung 
Merah Putih KPK, Kunin-
gan, Jakarta Selatan, Selasa 
(7/5) lalu.

Asep tak menjelaskan 
materi pemeriksaan terha-
dap Antonius tersebut. Dia 
mengatakan hal itu akan di-
ungkap dalam persidangan. 
 mei

Direktur Keuangan PT Taspen
Diperiksa KPK Soal Investasi Bodong


